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BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Penelitian
Ketika Pemerintahan Kolonial Belanda atas Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jenderal J.P. Van Limburg Stirum pada awal tahun 1906, Bandung merupakan daerah yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan tempat pemukiman untuk para Tuan-tuan tanah keturunan Belanda, karena selain memiliki panorama yang cukup indah, Bandung juga dikenal memiliki udara yang sejuk sehingga pernah dijuluki Paris Van Java.

Seiring dengan perubahan jaman, Bandung telah mengalami kemajuan yang cukup pesat diberbagai sektor, tidak terkecuali kemajuan pada sektor pariwisata. Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata yang besar, maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk dapat mengoptimalkannya secara maksimal melalui berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjangannya.
Berdasarkan trend data yang ada menunjukkan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu daerah primadona yang dapat dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu liburan, ini berarti bahwa ada potensi ekonomi yang sangat baik, baik dari segi penginapan, restoran, dan tempat-tempat hiburan lainnya.

Indikator lain yang dapat dijadikan pertimbangan Peneliti bahwa Bandung masih menjadi primadona untuk dikunjungi adalah arus lalu lintas yang selalu dipadati oleh berbagai kendaraan yang umumnya berasal dari luar kota untuk memasuki Kota Bandung setiap akhir minggu.

Hotel atau tempat penginapan dan Rumah Makan / Restoran merupakan salah satu yang berkepentingan terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik untuk memberi daya tarik bagi para wisatawan untuk tetap berkunjung atau menghabiskan liburannya di Bandung.
Bagi Pemerintah Kota Bandung, ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar karena merupakan objek yang dapat dikenakan pajak. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada daerah untuk dapat mengelola potensi daerahnya secara optimal dengan tidak menambah beban masyarakat.

Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan dibidang pajak Hotel dan Restoran khususnya, maka dibutuhkan sumber daya yang profesional dan bertanggung jawab.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengawasan merupakan salah satu alat manajemen yang dapat digunakan untuk mewujudkan penerimaan dan pengalokasian sumber daya yang ada dan diperlukan individu yang memiliki integritas dan karakter yang kuat.

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar berarti melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar berarti melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kerjanya.
Suatu organisasi yang efektif dapat dikatakan sebagai kelompok individu yang bekerjasama untuk dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, maka setiap daerah harus dapat menganalisis seberapa besar potensi daerah harus dapat digali dan dikembangkan, dan selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “ Peranan pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan efektivitas pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dipenda Pemerintah Kota Bandung”.
1.2       Identifikasi Masalah
Pengawasan adalah salah satu alat pengendalian manajemen dan akuntansi, sehingga apabila pengawasan dilaksanakan menurut atau sesuai dengan apa yang ditetapkan maka rencana yang telah disusun akan dapat direalisasikan dengan optimal.
Oleh Karena itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti menyangkut masalah pengawasan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan penerimaan pendapatan asli daerah dibidang Pajak Hotel dan Restoran pada kantor Dipenda Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan penilaian efektivitas pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor Dipenda Pemerintah Kota Bandung.
3. Seberapa besar Peranan Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan efektivitas Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan berkaitan dengan Peranan Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Hotel dan Restoran pada kantor Dipenda Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penilaian efektivitas pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor Dipenda Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui besarnya peranan pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan efektivitas pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor Dipenda Pemerintah Kota Bandung.
1.4       Kegunaan Penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan dengan harapan akan berguna bagi antara lain sebagai berikut :
1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya mengenai Peranan Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dalam efektivitas pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Dipenda Kota Bandung / Instansi
Diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti mengenai langkah-langkah dan antisipasi yang akan diambil oleh Dipenda Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai efektivitas pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Bagi Pihak Lainnya

Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi penulisan dan atau menambah wawasan dan pengetahuan yang menyangkut Pajak Hotel dan Restoran untuk peneliti selanjutnya.
1.5       Kerangka Pemikiran 
Krisis moneter yang menimpa beberapa negara di Asia pada akhir dekade 90-an berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya terhadap dollar Amerika pada saat banyak utang perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara yang jatuh tempo.

Krisis tersebut berkembang menjadi krisis ekonomi yang parah dimana tingkat inflasi mencapai level dua digit dan banyak bank-bank yang dilikuidasi. Fundamental ekonomi yang lemah, pemerintah yang korup dan tidak transparan serta KKN yang sudah mengakar dihampir seluruh elemen bangsa menjadi indikator utama krisis tersebut berkembang.

Tuntutan reformasi menghasilkan pemerintahan yang baru yang diharapakan dapat membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Pemerintahan yang baru yang terbentuk dituntut lebih transparan dan memperhatikan aspirasi yang berkembang khususnya aspirasi yang berasal dari daerah yang pada masa orde baru terabaikan.
Salah satu manifestasi dari reformasi tersebut adalah otonomi daerah. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 telah mengamanatkan agar penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah. 
Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung bahwa penerimaan terbesar yang diperoleh oleh Dipenda Kota Bandung selama ini adalah bersumber dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Sedangkan Pajak Hotel dan Restoran sebagai sumber penerimaan yang cukup besar yang diperoleh oleh Dipenda, maka dibutuhkan pengawasan dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi atau bila perlu ekstensifikasi agar potensi yang berhubungan dengan Pajak Hotel dan Restoran yang terdapat di Kota Bandung dapat dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu tujuan dari pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terutama dari penerimaan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan pengertian Pajak Hotel dan Restoran menurut  Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut :

“Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran”.(2003 : 8)
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim adalah :
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (2001 : 110)

Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan pengelolaan secara professional oleh sumber daya yang memiliki integritas dan kejujuran.

Selain itu potensi wisata yang belum dioptimalisasi menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi pemerintah daerah Kota Bandung untuk menopang pembangunan daerah melalui peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dan benar antara lain diperlukan pengawasan terhadap pelaksana teknis yang menyangkut pajak hotel tersebut.

Sebagai alat pengendalian manajemen dan akuntansi, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
T. Hani Handoko dalam bukunya “Manajemen”, mengatakan bahwa :

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. (2003 : 25)
Sementara menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, dalam bukunya “Fungsi-fungsi Manajerial” mengatakan bahwa :

“Proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya “.(2005 : 125)
Oleh karena itu seorang pengawas sangat dituntut untuk memiliki dedikasi, loyalitas, serta integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya sasaran atau rencana-rencana tersebut.

Dari uraian dan beberapa definisi diatas, maka penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Pengawasan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu tugas agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan bila perlu melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
2. Penerapan prosedur-prosedur pengawasan merupakan salah satu cara pengawasan yang diharapkan akan mendapatkan hasil-hasil yang  memadai.
Sehubungan dengan itu penulis perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam menyangkut Peranan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengendalian Penerimaan PAD.

Teori yang menyatakan bahwa pengawasan berperan pada efektivitas pengendalian, sesuai dengan pendapat T. Hani Handoko dalam bukunya “Manajemen” mengatakan bahwa :

“Sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional dan proses yang sistematis guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan serta membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi kesalahan yang ada” (2003 : 225).
Berdasarkan kerangka pemikiran yang penulis uraikan diatas maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Jika Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dilaksanakan dengan benar maka akan berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian penerimaan PAD”.
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Gambar  1.5 : Kerangka Pemikiran
1.6       Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, dan waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 6 Februari sampai dengan 10 Maret 2006.
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